UR K

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR {2¢ TAHUN 2021

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang ! &a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah vang
pelaksanaan tugas dan fungsinva telah dapat
dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional,
menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya
telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan
fungsional;

b.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
Tentang penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan
Fungsional, mengamanatkan bahwa peyetaraan
jabatan dilakukan pada instansi Daerah;

¢. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang
dinamis dan profesional sebagali upaya peningkatan
efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja
pemerintah daerah, periu dilakukan penyederhanaan
birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke
dalam jabatan fungsional; '

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Guberhur tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, -serta Tata
Kerja Badan -Penelitian dan Pengembangan Provinsi
Kalimantan Barat;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara
: Republik Indonesia Tahun 1945; _ Sl
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Pembentukan  Daerah-Daerah Otonom  Provinsi
Kalimantan  Barat, Kalimantan  Selatan dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang
Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan
Penerapan Hmu  Pengetahuan dan  Teknologi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4219},

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan  Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038};

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telalhh diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomeor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,

Tambahan Lembaran Negara Republik '._Iﬂdanes_ia: R

Nomor 67},
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9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 {entang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem  Aluntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 525);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada
Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
546);

13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2016 Neomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan teralhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor & Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasrzya '
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan . Republik- Indonema o
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubhk .
Indonesia Tahun 19435.
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Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penye&enggam |

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat,

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat vang
selanjuinya disingkat Balitbang adalah unsur penunjang urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penelitian dan
pengembangan.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi
Kalimantan Barat.

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional
dan atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawal negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan

tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Administrasi pada instansi pemerintah.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Fungsional pada instansi pemerintah.

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang
selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah Pengangkatan Pejabat
Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/ Inpassing
pada jabatan fungsional yang setara.

lImu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun dan
dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan
tertentu  yang dilandasi oleh metodologi ilmiah baik yang bersifat
kuantitatif, kualitatif maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian
gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.

HAR
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Teknologi adalah cara atau metode serta proses “atan ‘Dl{}d\ﬂ{ yang o

dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu
pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan
kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

llmu Pengetahuan dan teknologi yang strategis adalah berbagai cabang
ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki keterkaitan yang luas
dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara menyeluruh
atau berpotensi memberikan dukungan yang besar bagi kesejahteraan
masyarakat kemajuan bangsa, keamanan dan ketahanan bagi
perlindungan negara, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pelestarian
nilai luhur budaya bangsa serta peningkatan kehidupan kemanusiaan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah kegiatan penelitian,
pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan
evaluasi kebijakan.

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode
ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi data, dan
keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian
kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah
bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan
permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai
fujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga.

Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yvang telah
terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi
ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan
teknologi baru.

Perekavasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
dalam bentuk desain dan rancangan bangun untuk menghasilkan nilai,
produk dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan
keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis,
sosial budaya dan estetika.

Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan/atau
ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan
perekayasaan, inovasi serta difusi teknologi.

Pengoperasian adalah uji operasional atas suatu produk kebijakan, model
atau system perekayasaan yang telah melalui proses penerapan, melalui .
kegiatan  pendampingan dan  supervise guna modifikasi  dan
penempurnaan.

Fvaluasi kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui
pengumpulan, analisis dan intepretasi informasi untuk mengetahui tingkat
keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan
kriteria/model  tertentu  untuk  memperoleh  rekomendasi dan
penyempurnaan, -
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08. Invensi adalah suatu ciptaan atau perancangan baru yang belum ada
sebelumnya yang memperkaya khasanah serta dapat diper gunakan untuk S
meyempurnakan atau memperbarui ilmu pengetahuan dan teknologz 3&1’1@ Coe

telah ada.

29. Inovasi  adalah  kegiatan  penelitian, pengembmg&n, d éiz"i/ a'tau_“ RIS R
perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan. prakms nilai o
dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atan cara  baru untuk B
menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam

produk atau proses produksi.

30. Difusi Teknologi adalah kegiatan adopsi dan penerapan hé.sfﬂ' 'iﬁmfas'i.-_'_ S
secara lebih ekstensif oleh penemunya dan/atau plhakﬁplhak lain dengan el

tujuan untuk meningkatkan daya guna potensinya.

31. Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memm&faaﬂaan da,n_:_-’ g
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar }embaga badan aiau_-f:'__”
orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal S S

dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.

BARB 1
KEDUDUKAN
Pasal 2

Balitbang Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang Kepaia Badan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubemur : melalul-._-_ R

Sekretaris Daerah.
BARB II1

TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI P e

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pazal 3

Balitbang mempunyai tugas membantu Gubernur me}aksaﬁakan umg&m o e
penunjang urusan pemerintahan yang menjadi keweﬁan gan ‘daerah: daﬁ ‘tugag o SEE PR PR
pembantuan di bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan e

peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daiam Pasal 3 Bahtbang:_,.{. L

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan program kerja di bidang penelitian dan;peﬁgériib&ngan;f“_: ARSI E b

b. perumusan kebijakan di bidang penelitian dan peﬁgerﬁbéﬁga‘i‘r % '-

c. pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembaﬂgan,

pengoordinasian dan pembinaan teknis di b1dar;g penehtzan daﬁ

pengembangan;




e. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemmmtah d1 bidang penehtian: o
dan pengembangan sesuai ketentuan peraturan pez undang«-undancan S 5
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan . ch . bzdang -5__penf311‘t_1an dan'.:_j.'f
pengembangarn,; . TR O e L
g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabﬂﬁas Kmeaja Ins‘tansi;_} L _f_:-: o
Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di Imgkungan Bahtbang, L

h. pelaksanaan administrasi Bahtbang, dan

i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembani,uan yancr d}berzkan oleh"_':”_":'
Gubernur di bidang penelitian dan pengembangan sesual ketentuan.:_:{.f
peraturan perundang-undangan. : B ;

Bagian Kedua .=
Susunaﬁ Orgaﬁ_isaéi
Pasal 5 - e T
(1) Susunan Organisasi Balitbang Provinsi KallmantanBara"tterdlndam : '
a. Kepala Badan, L g
b. Sekretariat;
c. Bidang Sosial dan Pemerintahan;

d. Bidang Ekonomi dan Pembangunan;

e. Bidang Inovasi dan Teknologi;
{. Unit Pelaksana Teknis; dan

g. Kelompok Jabatan Fungswnal

(2} Susunan Organisasi Balitbang S@bagalmana tercantum pad.: .:'-;":. .
yang merupakan bagian tidak terplsahkan dan ?eratulan Gubemuf m1 -

Bagian Ketiga .
Képala Badan
Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana d}.maksud daiam Pasal 5 aya‘i, (1) humf'%,
mempunyai tugas memimpin, merumuskan, rnengkoerdma&kam mem'bi a,:'
mengarahkan, menyelenggar aka:n, mengevaluasi dan pelaporan keglatan“
badan di bidang penelitian dan- pengembangan sesual dengan Letentuan;_,
peraturan perundang-undangan. o T

Pésai 7

Untuk melaksanakan tugas sebaga:{mana dzmaksud daiam Pasai 6 Kepaiai
Badan mempunyai fungsi : : 5 :

a. penetapan program kerja di bzdang penehman dan peng&mbangan .

b.  perumusan kebijakan di bidang sosial dan p@mermtahan, ekenoml -'_dan':
pembangunan serta inovasi dan teknologl : e :

E
i
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c. penyelenggaraan kegiatan di bidang sosial dan peﬁzeﬁiitﬁhéﬁ “ekonomi -
dan pembangunan serta inovasi dan teknologi sesuai keteﬁtuan pera‘turan e
perundang-undangan; . _ e

d. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidamd : So'Siél dan-:’l'f_-_i._
pemenntahan ekonomi dan pembangunan serta inovasi da:n tek:noio '

e. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bzdang soszal dan ORI S
pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologx,

f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan funsm le 11ﬁg1{u11ga:n;_‘_ SRS
Badan; L P

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyeienggaraan I{eglatan R
di bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembanﬁunan ser’i:a’-__'-'_' i
inovasi dan teknologi; _

h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap. pen}elenggaraaﬁ ey
reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Ins‘cansl P{-‘:merm‘cah R
(SAKIP}, dan pelayanan publik di lingkungan Bahtbang, o L

i.  pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur beﬂs_enaan dengan.-:_.l_..;__:. SN
perumusan kebijakan di b1dang sosial dan pememntahan ekcmmm dan :._:._
pembangunan serta inovasi dan teknologi; dan e

j.  pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bldaﬁg penehtzan dan';. =
pencembamgan yang diberikan oleh Gubemur sesuai ketentuan pei aturan_'
perundang-undangan. _ o B

Bagian Keempat
Sekretariat
Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat '(.1) humf b, dlpimpm':__'-'s:f'::.--_'_'_.'
oleh seorang Sekretaris vang berada di bawah dan bertanggung;awab kepada-'_’-_'-'_
Kepala Badan. L e

Pasal O

Sekretariat mempunyai fugas menyiapkan bahan pemmu%an kebagakan d:a.
bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, . umum dan admmwtra.s
kepegawaian, pengelolaan keuangan dan  aset, Sez‘ta_ bertamggtmg;mvab;_’
memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pe}ayana:n ::ian admmxstras1 cii.:_. .
lingkungan Balitbang.

Pasal 10 _ _ |
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasai 9 Sekretarlatfi{f
mempunyai fungsi : o i
a. penyusunan program kerja di 111”1gkuﬁgan sekr eta: lat

b. penyiapan bahan dan perumusan Kkebijakan dz bzdang penyumman'_
rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum-: dan apma‘tur ser’ta
pengelolaan keuangan dan aset; S ' ShE

c. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidaé’ig rencana Is:erga"
monitoring dan evaluasi, pengelolaan keaangan dan aset serta umum dan - .
aparatur di lingkungan Balitbang sesuai ketentuan peraturan pemndangnﬁ e
undangan; v : :




d. pengoordinasian dan fasilitasi -terhadap penyusunan rencana kerja, S o
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengel@lam1 keuzmgan SRR SR
dan aset; L . s

e. pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kelja,

monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangaﬁ dqn aset di s
lingkungan Balitbang; _ :

f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di hngkﬂi’lgfmf_
Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai ketentuan. peratufan'-;:__ o
perundang-undangan; _ g

g. pengawasan terhadap pelaksanaan fugas dan fungsz ch hngkungan;_:_ ;
sekretariat; SIPRICREE R R :
h. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, sttem Akuntabﬂ1tas ”"_"3:.

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP}, dan pelayanan pubhk ch hncrkuncram .'_-.f_"_-
Balitbang; T

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Ixapaia Badan bexkenaan?’_-i
dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat; RO R R e

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksm&ami e
tugas dan fungsi di ingkungan Balitbang; dan v S S

k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang cﬁserahkan oleh
Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan pemndang undangan ’_-_': Sl

Pasal 11

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; membawahl Sub Bagmn
Umum dan Aparatur; S LR

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (.1) masmg—masmg dlplmpﬂl
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah ‘dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris. o o

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana dlmaksud daia_m Pasal 11 ayat
(1), mempunyai tugas mengumpul dan mengolah- bahan kcbz;akan dl b1dang{ :
umum dan aparatur serta mengendalikan peiaksanaem keglatan sesual dengaxs
tugas dan fungsinya. : SR

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana d1maksud dalam Pasal 12 Sub;_{ .
Bagian Umum dan Aparatur mempunyal fungsi ;- _ : i

penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Aparatur

pengumpulan, pengolahan bahan -dan perumus,an 1<:e‘b13a1{an d1 b1dan<r_'-.:
umum dan aparatur dilingkungan badan; DR P

c. pemberian dukungan terhadap _.pelal«:saﬂaan _ tugasdam
lingkungan sekretariat; L

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungs1 ch bzdangff_
umum dan aparatur; : . o

|
|
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e. pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai- dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. pengendalian dan pengawasan tugas di Sub Bagian Umum dan 'Apératur;-

g pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris. berkenaan dengaﬁ : ': e

tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan 1ap0ran ierhadap'_-_.

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; =

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang wmum dan aparatur yang dlsemhkan : I

oleh sekretaris.

Bagian Kelima
Bidang Sosial dan Pemerintahan

Pasal 14

Bidang Sosial dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam’ 'Pa'sal'S" éij?’éi
(1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang belada dl bawah dan.f_._'f RN

bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 15

Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan

merumuskan kebijakan teknis di bidang sosial dan budaya, kepcndudukani‘

pemberdayaan masyarakat dan desa, penyelenggaraan pemerintahan dam }_:_j_j_'_
pengkajian peraturan serta bertanggungjawab memimpin selumh kemataﬂ“i_:;:ﬂ

pelayanan dan administrasi di bidang sosial dan pemerintahan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daiam Pasal 19 I-Bzdang’f‘._*:-E

Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja di bidang Sosial dan Pemermtahan,

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bldang sos1ai dan_fj- |
budaya, kependudukan, pemberdayaan masyaraka‘t dan_____ .desa,'__{_'-'

penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;

¢. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bld&:ﬂg soszal d{m .3.5 '_:
budaya,  kependudukan, pemberdayaan masyarakat = dan - __desa,f
penyelenggaraan pemerintahan dan pengkapan p_e_ra'i:mjan:_ _sespt_a‘i' R

ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ébsiéd 'dari "b'ﬁ'tiéiyé A
kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan’ desa penyelenggaraan e
pemerintahan dan pengkajian peraturan sesuai keteniuan peraturan-;”

perundang-undangan;

e. pengoordinasian di bidang sosial dan budaya, kepeﬁdﬂdﬁkaﬁ'- s
pemberdayaan masyarakat dan desa, penyelenggaraan pemermtahan dan-'f ponai

pengkajian peraturan;




-1% -

f. pembinaan dan pengawasan texhadap pelaksanaan tugas dan fungm dz'f f
bidang sosial dan budaya, kependudukan, pember dayaan masyarakat dan*-'{f.
desa, penyelenggaraan pemerintahan dan peﬁgkaﬁaﬁ pemtumn sesual :
ketentuan peraturan perundang»umdangaﬁ : _ ¥ 5

g. pemberian saran dan perumbangan ixepada kepaia Badan ber}aenqan.{ :
dengan tugas dan fungsi di bidang sosial’ dan budaya kependuduhaﬂ
pemberdayaan masyarakat dan desa penyeiengg&r&am pemermtahan dan;? _
pengkajian peraturan,; : R ot

h. pelaksanaan evaluasi dan pelapma.n terh'uiap pelaksanaan 'i:ugas d] bidang;
sosial dan budaya, kependudukan, pemberdayaaﬁ masyarakat dem desa
penyelenggaraan pel“ﬂermtahaﬁ dan pengkaﬂan pez*amran dan o Lo

i. pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Kepaia Badan dz bida:ﬂg Saszaiiz
dan Pemerintahan sesuai ketentuan per aturan pel undang undan gaﬁ :

Bagian Keenam

Bidang Ekonomi-dan Pembangunan i s

Pasal 17

Bidang Ekonomi dan Pembangunan' sebagazmana dxmaksud dalam Pasal 5_:
ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala B1dang yang berada cu bawah_f-f
dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. : : o -

PaSai i8 -

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempuny:—n tugas merzwapkan' ahan dan_‘-_
merumuskan kebijakan teknis di’ bzdanﬁ ek@nomz sumber daya. aiam daﬂ'_'-
lingkungan hidup, pengembangan wilayah, fisik dan ‘prasarana serta
bertanggungjawab memimpin seluruh’ kegiatan. pelayanan dan adnnmstmsz dz
bidang ekonomi dan pembangunan. S - P i

Paéal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 22 Bu:lang
Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi: : i L

a. penyusunan program kerja di b1dang Ekonomi’ zian ’Pembanwm’lan

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan iekms di bzdang ekmmrm
sumber daya alam dan lingkungan hidup;. pengembangan wﬂayah flSIk d
prasarana, : '

c. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan admlmstras:t dl bldang el{c:;ﬁoml -
sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengembangan wzlayah ﬁszk cian' :
prasarana sesuai ketentuan peraturan pemndaﬂg~u11dangaﬁ

d. penyelenggaraan urusan pemermtahan di bidang ekonomz sumber’. daya-*
alam dan lingkungan hidup, pengembaﬁgan Wﬂayah fzsﬂ{ dan pras&uan
sesual ketentuan peraturan perundang—undangan oty :
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e. pengoordinasian di bidang ekonomi, sumber daya alam daﬂ lmgkungan G
hidup, pengembangan wilayah, fisik dan prasarana; - e

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tug,as dan fungsz ai :."__’: e
bidang ekonomi, sumber daya alam dan 1i nvkungan hldup pengembaﬂgaﬁf? Sy
wilayah, fisik dan prasarana sesuai ketentuan peraturan pemndang~ S
undangan; SR ' o

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepaia Badan berkenaanf __ "
dengan tugas dan fungsi di bidang ekonomi, sumber daya aiam dan_if‘ff-'_ﬁ""'-“"' '
lingkungan hidup, pengembangan wilayah, fisik dan prasaraﬁa H '

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksaﬁaan tugas di bldang_*:_'_
ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan . hadup, : penﬁembanganf__--"_{'-'__' e
wilayah, fisik dan prasarana; dan : : :

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan d1 bldaﬂg_'_"t.-’";__.f
ekonomi dan pembangunan sesuai ketentuan : pemmran pel unda:ngs_.j i
undangan. : - '

Bagian Ketujuh
Bidang Inovasi dan Teknologi ~
Pasal 20

Bidang Inovasi dan Teknologi sebagaimana dzma_ktsud dalam Pasal 5 avat (1);-_-_:
huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bldang yang, berada d1 bawah dan'_;' S
bertanggungjawab kepada Kepala Badan. : R i

Pasal 21

Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai 'tugas menylapkan bahaﬁ dan_-
merumuskan kebijakan teknis di bidang inovasi dan pengembangan t@knoiogl,:_
difusi inovasi dan penerapan tekﬁologl desm’xmam k@htbangan ser‘ta:_
bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanaﬂ dan admmlstra&ﬂ '_
bidang inovasi dan teknologi. - : :

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dzmaksud daiam Pasal 25 Bidang’_ :
Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsz : o e

a. penyusunan program kerja di bidang Inovasi dan ’I‘eknologz, v s

b. penyiapan bahan dan perumusan k{-‘:bgakaﬂ iekms ch bldang 1novas; dan'
pengembangan teknologi, difusi inovasi. dan penerapan : teknoiogh
desiminasi kelitbangan; : o '

c. pengoordinasian di bidang inovasi dan pengembamgam teknolc)gi, d1qu1'_f_:__”*’
inovasi dan penerapan teknolog1, desiminasi keizt‘bangan : Sl

d. pembinaan dan pengawasan terhadap peiaksanaan mgas dan :fung51 di
bidang inovasi dan pengembangan teknologi, difusi inovasi dem penempam
teknologi, desiminasi kelitbangan sesuai ketentuan pera‘mran perundzmg—
undangan . : BH S

e. penyelenggaraan urusan pemerintahan 'di bldang mavas,l daﬁ
pengembangan teknologi, difusi inovasi dan penerapaﬁ teknciowz'
desiminasi kelitbangan sesuai ketentuan peratul ar pemndang-undan wan

Tﬁx
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f. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidahg inovasi

dan pengembangan teknologi, difusi inovasi dan penei*apan_ -_teknvologi; PN RN

desiminasi kelitbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;’

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan ‘berkenaan =

dengan tugas dan fungsi di bidang inovasi dan pengembangan teknologi,
difusi inovasi dan penerapan teknologi, desiminasi kelitbangan;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas d1 _bid;emg

inovasi dan pengembangan teknologi, difusi inovasi dan -pene’r‘ap‘aﬁ- o

teknologi, desiminasi kehtbangan dan

.....

Inovasi dan Teknologi sesuai ketentuan peraturan pemndaﬁg—undaﬂgaﬂ
Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis
Pasal 23

(1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat. (1] huruf ; :_ ' S i
f dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis Gpemszona} atau PRREIRU NI PR

kegiatan teknis penunjang badan.

(2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada fayat (1} dija"iiﬁ'pifi bl.éh.-z '
seorang Kepala UPT yang berada di hawah dan bertanggung}awab kepada:,-_ .

Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 24

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungm serta Tata Kez ja Umi i
Pelaksana Teknis Badan ditetapkan dengan Peraturan Gu‘bemur sesua;_f"" RN S |

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan _ o
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional -~ -+
Pasal 25 B |

(1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud daiam Pasal 50
ayat (1) huruf h, yang diangkat berdasarkan penyetaraan 3abatan S S
melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Admnnstrasz berkaztan denganr R

pelayanan teknis fungsional. . .
(2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dﬂakuhanf o

sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan . dan kementenan e

terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangai. .

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud péda ayat { 1)
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara }angsung lfepada”:'-* e

Pejabat Administrator.

(4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah vang dﬂakukgm penyetaraaﬁ;- e
dan/atan penghapusan Jabatan Administrasi = ke dalam Jabatan
Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator - dan/atau Sub Koordinator
Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungm tertentu ymg_‘_f--jf.:'-'

dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang

ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yafag_;f"'
mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub - Koordinator Jabatan‘f i

Fungsional.
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Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, ‘i:ugas tarnbahan sezta:.
pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok: e B
Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada avat {4), diatur. lebib- o

lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah - sesuaj ketemuang
peraturan perundang-undangan. :

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat - 'meialui'_”'_'-_"'_"- y
penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan beﬂaﬁbgung jawab'_-_“_f__'
secara langsung kepada Pejabat szpman ngg; Pratama, : Pejabat
Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keierkaztan dengan
pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasaakan 3e113angnya sesuar_'"-'_-::

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dzmaksud pada ayat (1) ."'3_"?
memiliki tugas memberikan pelayanan funwsmnai yang.. berd%aikan'_i e .
keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan: peraturan pemndang—f_'i.'_v-_':___ i

undangan.

Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional dltetapk:m sesum ketentuanf}'{f Ll

peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pada masa tfransisi, Pejabat Administrasi yang belﬁfﬁ" diéi;’gk&f dan e

dilantik kedalam jabatan fungsional - melalui mehanisme peaayeiaraanf?‘f»_:

jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yaﬂg dldudi.xkl-;" LR
sebelumnya sampai dengan ditetapkannya k@tentuan peratman*i e
perundang-undangan mengenai kefentuan peﬂghasﬂan Peﬁyetaraan_;-; S

Jabatan.

Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang: akan diciudukl dzsetarakan;'_'_-.-__'_”:_:.:" |
dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki- sebelumnya sampal- e

dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan J aba‘i:an

Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan - dldudui-m Sebagazmana _
dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang' 1&331}1 tinggi, kelasf:f_':-' B
Jabatan Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peratman perundang-_"_'--'_;_'._."'. s

undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan- Funﬂszonal tersebut

BAB IV
KEPEGAWAIAN
Pasal 28

Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawal ASN G :
vang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraiuraﬂ perundang— Sl

undangarn.

Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari "Pégav{réi ASN
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan - pez a‘cur:sm pemndanm G

undangan.




(3)
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Pengangkatan dalam jabatan di lmgku:ﬁgan Baﬁixtbang mempezhatikaﬂ_-{}_j_
syarat dan kompetensi jabatan sesuai- ketentuan peraturan pemndanm:'-_f el
undangan. ' _ T f :
Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karzr, masa 3abatan bagl'-_"f;'i-'f.é
Pegawai ASN dalam suatu : jabatan dlsesualkan ciengan Letentuan3_':”.:_i__.'_-' e
peraturan perundang-undangan. : o A

Formasi Pegawai ASN di lingkungan Bahtbanw dzsusun SBSIIE{}. lietentuan_-._-.--_-:__. el
peraturan perundang-undangan. :

b

Pasal 29 S
Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan J abatan melaksanakanf_-
mekanisme koordinasi dan pengelolaan - .kegiatan sesum dengan- b1dangf:__
tugasnya, sampai dengan @ perafuran yanf’ mcngatm I mengerlai-_
penyederhanaan birokrasi berlaku. i S
Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan keglatan sebagalma__ a
dimaksud pada ayat (1) merupakan pehmpahan sebagian kewenangans
yang diberikan oleh pejabat pimpinan tmggz pratama sesuazl dengan-
ketentuan peraturan pemndaag&ndangan S R R
Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegmtan sebagalmm‘lai
dimaksud pada avat (1) diberikan nilai-Angka Kredit 25% (dua puluh lim
persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk: kenaﬂ{an pangkat setmgkat:
lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam: penetapan Angka Kredit,
yang diperhitungkan sebagai unsur utama mehpu’u tugaS pokols: dan :
pengembangan profesi. : RN ) o .

BAB Vv _
TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagzan Kesatu

Tata Kerja
Pasal 30

Kepala Badan Wajlb melaksanékan tugas ; fﬂ@mimpu_ ?

Fungsional wajib menerapkan prinsip koo*rdmasz, -
sinkronisasi, baik di lingkungan Bahtba,ng maupun antar Pel angkat'*
Daerah lain sesuai dengan tugas dan funwsmya -

Kepala Badan dan seluruh pejabat W&}ib melaksanakam fungsz pencawasan
di lingkungan Balitbang dan mengambil langkah- 1angkah yang. d1perluka.
untuk penyelesaian masalah sesuai }aetemuan peraturan pemndang-
undangan. : S




(1)
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Bagian Kedua
Laporan

Pasal 31

Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugaSnya' dan :

memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui Sel{retams Daerah
perihal kebijakan yang ditetapkan.

Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubemur“"."_" o
melalui Sekretaris Daerah secara tepat wakiu yang dzsusun sesuai'- L

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Pejabat di lingkungan Balitbang wajib memafcuhi kébijakab*yaiigf R
ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta = .. .
memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masmg—'._ o

masing sesuail dengan tugas dan fungsinya.

Setiap Pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan'_ -'__ '- i 5
menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam- membm xkan ,-_3-.:'; s
saran pertimbangan kepada Kepala Badan melalui Sekree,azis guna '_ '3 2

dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 32

Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentral1sa51 dlbebaﬂkan pada':'-' b-. 1: _:_

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas 1amnya

bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

BAB Vil
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Balztbang dltetapkaﬂ”j_ £ R

oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang~undanga11

Gubernur melalui Perangkat Daerah yang berianggung}awab di bidang
organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan'_::_.’_,’,__"

organisasi Balitbang sesuai ketentuan peraturan pemndang—undangam

Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan kerja sama’ da}am
kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi _Bahtbang _sesual_,_'_i_ -

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar'“’éelufuiiﬂ Péjé_béif‘-'_ .
Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada 1<ﬁtentuan

peraturan perundang-undangan.
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BAB VIII |
KETENTUAN PERALIHAN |
‘Pasal 34

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlak:u Pegawm ASN yaﬁg_'-_-.
melaksanakan tugas pada Bahtbang tetap melal{sanqkan tugasaya sepangmag'_-_
belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembma Kepegm&razan e

-BAB IX

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulats berlaku, Peraturan Gubemm No
125 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Or gamsam Tugas dan _Fungsx‘
serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provmm I&ahman n
Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Ea,rai Tahun 2016 Nomor 12‘"&5
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan- Gubeﬂnuz 100 "-"Tahur“z 201 )
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nomor, 125 Tahun 2016 t‘en‘ta_ngl
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata _éi{ja
Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kaiﬁnantan Barat (Bemta Daemh_’-
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Ncmor 101) e:hcabut dan dmy_ ,_aka 1
tidak berlaku. SR R e

Pasal 36 =

Peraturan Gubernur ini mulai ber }.aku pada tanggal diundan gkan

Agar setiap orang meﬁgetahmnya, memermtahkaﬂ peﬂgundangan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berzta Baerah 5 PTOVlIlSI'
Kalimantan Barat. o : ' '

D1tetapkan dz Pontianak

- pada tanggal ‘5 :
%’GUBERNUR KALIMANTAN BARAT _

E i pSUTARMIDUIT

Diundangkan di Pontianak

pada tanggal 1% i 2021
SEI{RETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMABR

ITAN BARAT,

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR
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